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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta
didik baru pada jalur afirmasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun
2022 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6);

5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 54002);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor
32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik
Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2021 Nomor 55005) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 54002),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Ruang lingkup tingkat satuan pendidikan PPDB meliputi:
. satuan PAUD;

a
b. satuan Pendidikan Dasar;

o

satuan Pendidikan Menengah;

A

satuan pendidikan SLB; dan
e. satuan PKBM.

(2) Ruang lingkup kegiatan PPDB meliputi:
a. rasio kelas dan daya tampung;
b. persyaratan;
c. jalur pendaftaran; dan

d. tahapan pelaksanaan.



(3) Ruang lingkup jalur pendaftaran PPDB meliputi:
a. prestasi;
b. afirmasi;
c. zonasi; dan/atau
d. perpindahan tugas orang tua dan anak guru.
(4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
meliputi:
a. afirmasi prioritas pertama terdiri atas:

1. anak asuh panti, yaitu CPDB yang tercantum dalam
Kartu Keluarga Panti Asuhan;

2. penyandang disabilitas, yaitu CPDB yang berkebutuhan
khusus dan dibuktikan dengan surat keterangan dari
pihak yang berkompeten; atau

3. anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam
penanganan Corona Virus Disease 2019, yaitu anak para
tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam
penanganan Corona Virus Disease 2019 di wilayah
Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang
membidangi urusan kesehatan.

b. afirmasi prioritas kedua terdiri atas:
1. pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;

2. anak dari pengemudi Mitra Trans Jakarta yang
mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh
dinas yang membidangi urusan perhubungan;

3. anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu
Keluarga, direkomendasikan oleh dinas yang membidangi
urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

4. penerima Program Indonesia Pintar; dan

5. afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 terdaftar dalam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

(5) Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d meliputi:
a. tahap pertama; dan

b. tahap kedua.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI CAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 74002
Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM S KRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH USUS IBUKOTA JAKARTA,

-

NUR FADJAR
NIP1968(3061994031007



